LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
H,. . '» ,—-mgwm—-—--—\ ’ -

NOMOR: 8 TAHUN 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 8 TAHUN 201¢
- TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPAT! LEBAK,

Menimbang . a  bahwa Retribusi Jasa Usaha merupakan pungutan Daerah
sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial
karena pada dasamya dapal pulz disaediakan oleh sekior
swaslta;

b. bahwa Retribusi Jasa Usaha merupakan salah satu sumber
pendapatan daerah yang penling guna membiayai pelaksanaan
pemerintahan daerah ;

¢. bahwa kebijakan retiibusi daerah dilaksanakan berdasarkan
prinsip demokrasi, pemerataan dan keadiian, peran .serta
masyarakat, akuntabilitas dan transparansi dengan
memperhatikan potensi daerah ; =

d. bahwa perdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
d huruf a huref b, dan huruf ¢, periu membentuk Peraturan
| ' Daerah tentang Relribusi Jasa Usaha ;

Mengingat ;- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agrara (Lembaran Negara Republk Indonesia .
Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara -
- Republik Indonesia Nomor 2013);
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Repubhk indonesra
Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 28  Tahun 1999  fentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, .
Kolusi, . dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Repubilk
indonesia Nomor 3851); '

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan.
Propinsi Banten {(Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun
2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4010)

Undang- Undang ‘Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung {Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4247);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 fentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentunan
Pefaturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentany Perikanan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433)
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahar
2009 (Lembaran Negara Repuhlk Indonesia Tahun Z00%
Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 507 3);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik -Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lermbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun ' 2004 tentang Penmibangan'

~Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerir.tahan Daerah -

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

44.,8)

"Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2037 tentang Pﬂnataan

Ruang (Lembaran Negara Pepublm indonesia fahun 2007
Nomor €8, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 10" Tshun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tanun
2009 Nomor 11, Tambzhan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 4965)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Peternakan
dan Kesehatan Hewan (Lembarain Negara Republk Indonesia
Tahun 2008 Nomar 84, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5015);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 fentang Lalu iintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 95, Tanbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Numor 5025j;

Undang-Undang Nomar 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 200§ Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraluran Pemenntah Nomor 27 Tahun 19832 tlenfang
Felaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
{Lembaran Negara Regpublk 'ndonesia Tahun 1983 Nomor 36,
Tambahan centaan s gara repuliik indonesia Nomor 3258)
sebagaimana cwbah dungan Peraturan Pemeriniah Nomor 58
Tahun 2010 {Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun
2010 Nomor 90, Tambahan lemnbaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 5145},

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Reoubiik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578) :

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentarg Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
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waeian (Lemoaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

. Nomor 165, Tambahar: Lembaran Negara Repubhk Indonesna

Nomor 4593);

Peraluran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi, dan' Pemer’ntahan Daerah
Kabupaten/Koia (Lembaran Negara Republik Indcnesia Tahun.
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Dsereh  Kabupaten Daerah Tingkat |l Lebak
Nomor 6 Tzhun 1986 tentang Penunjukan Penyidik Pégawai
Negeri Sipif yang Melakukan Penyidikan Terhadap
Pelanggaran Feraturan Daerah yang Memuat Ketentuan
Pidana (Lembzran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Lebak
Tahun 1986 Nomor 3 Seri E) ; :

Peraturan Daerzh Kabupaten Lebak Nomor 13 Tahun 2006
tentang Tata Czra dan Teknik Penyusunan Produk Hukum
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006
Nomor 13;

Peraturan Daerzh Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun 2006

tentang Pengelwrzan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Lebzx Tahun 2006 Nomor 15);

Peraturan Daerz Kabupaten lLebak Nomor 8 Tahun 2007
tentang Penetzpan Urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah
Kabupaten Lebzx Tahun 2007 Nomor 8);

Peraturan Dasrah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2007
tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Lebak {Lembaran Daerah Kabupaten Lebak
Tahun 2007 Nemor 10):

Peraturan Daerzh Kabupalen Lebak Nomor 11 Tahun 2007
lentang Pembeniukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

Teknis Daerah Kabupalen Lebak (Lembaran Daerah

Kabupaten Lebax Tahun 2007 Nomor 11);

Peraluran Daerah Kabupaten Lebak Nomo_f 8 Tahun 2008
tentang Pengelo ‘aan Barang Mitik Daerah {Lembaran Daerah
Kabupaten Lebat. Tahun 2008 Nomar 6} ;

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor -17 Tahun 2008
tentang. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak
(Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008 Nomor 17);
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. Dengan Persetu;uan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RN\YAT DAERAH A!?.UPATEN LEBAK
_ dan
éUPATi LEBAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSIH JASA USAHA.

1.

2

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasa! 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Lebak.

Pemazrintah Daerah adalah Bupali beserta perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Bupali adalah Bupati Lebak.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnyz disingkat DPRD, adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebai,

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnva disingkat SKPD adalah
perangkal daerah yang bertanggungjawab dan berv.enang dalam melaksanakan
pengelolaan dan pemungutan retribusi dasrah.

Pejabat adalah pegawar yong diberi tugas leden i.: gi bidang retiibusi daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik
yang melakukan usaha maupun yang lidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik
negara (BUMN), atau Badan usaha milik daerah (BUND) dengan nama dan dalam
bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dara pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisas: sosial politik, organisasi
profesi atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan Iamnya termasuk
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap
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Retnbusu Daerah,” yang selanjulnya disebut Rembus: adalah pUngutan Daerah

' sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerlntdh Daerah untuk kepentnngan orang
pribadi atau Badan.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang
menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan Ialnnya yang dapat dirikmati
oleh orang pribadi atau Badan.

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan
menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan

‘oleh sektor swasta.

T_anéh adalah keseluruhan permukaan bumi yang tidak berupa air.

Bangunan adalah suatu. perwujuden fisk arsitektur yang digunakan sebagai

wadzh kegiatan manusia yang ditanam atau diekatkan atau melayang dalam
sualu fingkungan secara tetap sebagian atau selurchnya pada, di atas atau di
bawah permukaan fanah dan atau perairan yang berupa bangunan.

Algt Berat adalah suatu benda/alat yang memiliki kapasitas bagi pelaksanaan
pekeriaan yang bersifat berat dan sulit dilakukan oleh manusia.

Ala* Angkutan adalah suatu bendafalat yang dipergunatan untuk memindahkan
suatu barang dari satu tempat ke tempat yang lain

Laboratorium adalah sarana ruangan atau fasilitas yang dipergunakan sebagai alat
penguji hasil suatu pekerjaan.

Kamar Kecil adalah suatu tempat atau ruangan yang dpaeri. miu kan cag keperiuan
pribadi orang.

Pangkalan Pendaratan lkan yang selanjutnya disingkat #Pi adaiatr pelabuhan
perikanan skalz kecil yang merupakan tlempal honr v o REmiaing s
kapallperahu perikanan guna mendaralkan hasi {aigeapannve melaiukan
persiapan penangkapan ikan termasuk perbekalan kapal awak kapal serta
sebagai basis kegiatan produksi pemasaran ikan, pengolahan hasi tangkapan,
dan pembinaan masyarakal neiayan.

Fasilitas PPl adalah sarana dan prasarana yang bedungsi untuk mempertancar
kegiatan pelayanan dan pembinaan kenelayanan.

Tempat Pelelangan fkan yang selanjulnya dismgkal TPl adalah tempatl yang

ditentukan oleh Pemerintah Daerah untuk penjualan ikan secara lelang dan berada
di witayah kerja pangkalan pendaratan ikan.
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Penyelénggar raan Pelelangan  lkan adalah kegiatan  untuk tmelaksanakan'

" pelelangan ikan ci TPI mulai dari penenmaan ‘penimbangan, pelelangan sampai

dengcn pembayaran.

Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya .melakukan penangkapan ikan.

. Bakul adalah mareka‘ yand membs!i ikan secara lelang dt TPI. -

- Etmal adalah satuan waku yarg digunakan dalam sistem pelayanan yang setara

dengan 24 (dua puluh empat) jam.

Trays adalah keranjang sebagai alat penyimpanan ian.

Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang' digunakan untuk
mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang

dan/atau barai.‘g sana perpindahan moda angkutan.

Kendaraan adalah suaty sarana angkut di jaian yang terdiri atas Kendaraan
Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.

Kendaraan Bermofor U'mum adalah seticp Kendaraan yang digunakan untuk
angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

Sepeda Mator adalah Kendaraan Sermolor berada dua dencan atau tanpa rumah-
rumah dan dengen atau tanpa kereta sampnng atau Kendaraan Bermotor beroda
tiga tanpa rumah-rumah.

Parkir adalah keadaan ftidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat
sementara,

Berhenti adalah keadaan Kendaraan lidak bergerak untuk sementara dan tidak

ditinggalkan pengemudinya.

Pengemudi adalah c:ang yang mengemudikan Kendaraan Bermolor di Jalan yang
telah memilik, Sueat 1zin Menc rlemudi.

Tempat Parkir adalan tempai pemberhentian kendaraan di lokasi tertentu baik di
tepi jatan wmum. gedung parkir, tempal khusus parkir, pelataran parkir, atau
bangunan umum di wilayah Kabupaten Lebak yang diperuntukkan sebagai tempat
parkir kendaraan.

Pelayanan Tempal Parkir Xhusus adalah pelayanan penyediaan tempat parkir
yang khusus disediakan, dimiliki, dan/atau dikelcia oleh Pemerintah Daerah, tidak
termasuk yang disediakan dan dikefola oleh Badan Usaha Miiik Daerah dan pihak
swasta. :

Sewa Parkir adalah pembayaran alas pemakaiar tempal parkic vang
diselenggarakan oleh orang atau Badan.
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Surat Tagihan Relribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat’
untuk melakukan tagihan - retnbusr dan/atau sainksi admlmstrauf berupa bunga
dan/atau denda.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukfi yang dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji’ kepatuhan” pemenuhan
% ewajiban perpajakan caerah dan retribusi danfatau untuk tujuan lain dalam
rangka melaksanakan ketentuan. peraturan perundang undangan perpajakan.
daerzgh dan retribusi daerah.

Penyidikan- tindak pidana di bidang. perpajakan daerah dan refribusi adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencar serta
mengumputkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di
bidany perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta - menemukan
tersangkanya. .

BAB Il
RETRIGUS! JASA USAHA
Bagian Kesatu
Jenis Retribusi Jasa Usaha
Pasal2
Jenss Retnbusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah ini meliputi

Refribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

Relribu si Tempat Pelelangas;

Retribusi Terminat,

Retribusi Tempat Khusus Parkir;

Retribusi Tempat Pengi napan/Pesanggrahan/Villa;
Retdbusi Rumah Potong Hewan;

Retribusi Tenipat Rekreasi dan Olahraga;
Petribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; dan
Retribusi Pasar Grosw dan/atau Pertokoan

TFO QN ow

Jenis Retribusi Jasa Usaha selain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini
ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersewdnn yang berpedoman pada peraturan
perundang- undangan

Pasal 3

Setiap jenis Retribusi sebagaimana dsmaksud dalam Pasal 2 dagolongkan sebagai
Retrbusi Jasa Usaha
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Bagian Keaua

Ret.-ibusi Pemakalan cha'ya:.m Dasrah

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paéal4

Dengan nama Retribusi Pemakalan Kekayaan Daerah dinungut retribusi sebagai
pembayaran atas pelayanan yang disediakan oleh pemeriniah dalam penggunaan atau
nemanfaatan kekayaan Daﬂrah

o Pasal5

(N Objek Retribusi Pemakaian Kekayaar Daerah adalah pemakaian atas kekayaan
Daerah yang meliputi tanah, bangunan, alat angkutan, alat berat siat besar dan
alat lainnya, laboratorium/quality control, kamar kecil, kapal motor iken, dan
kawasan PP} beserta .asmtasnya

(2) Dikecuatikan dari pengertian pemakaian kekayaan Déerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tarah yang tidak mengubah fungsi
dari tanah tersebut.

Pasadib

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adaiah orang pribadi atau Badan yang
menggunakan/menikmat i pelayanan jasa atss pem akaian kekayaan Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

- Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa pada Relribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diukur
bergasarkan jenis, fokasi, dan lamanya pemakaian kekayaan Daerah.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi Femakaian Kekayaan Daerah
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(1 Prinsip dan sasaran dalam penetapan tanf Retribusi Pemakatan Kekayaan Daerah
dldasarkan pada tu;uan untuk memperoleh’ kﬂunlungan yang fayak.

2 Keunlungan yang layak sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) adalah keuntungan
yang diperolen apabila pelayanan jasa usaha terseuut dllakunan secara efisien
dan berorientasi pada harga pasar. :

Paraglaf 4

Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi Pemakaian Kek ayaan Daerah

Paslal9.

Struktur dan besarnya tarif Relribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan dengan
rincian sebagaimana tercantum dalam Lampircn. ! sampai dengan Vi dan merupakan
bagian yaiig tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

~ Bagian Ketiga
Retribusi Tempat Pelelangan

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek
Retribusi Tempat Pelelangan

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Tempat Pelefangan dipungut retnbusi seba:jai pembayaran atas
pelayanan penyediaan temipat pelelangan yang disediaksn cleh Pemernintah Daerah.

Pasaii

1) Objek Rewribusi Tempat Pglelangan adaian Leovedica. Luatial peldangan yaig
secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daeran uniur melakukan pelelangan
ikan termasuk jasa pelelangan serta fasililas lainnya yang disadiakan di tempat
pelelangan,

(2 -Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayal (1) adalah tempat
yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak fain untuk dijadikan sebagai
tempat pelelangan.

{3} Dikectalikan dari obiek Retribusi sebagairﬁana dimaksud pada ayat (1) adalah
tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD,
dan.pihak swasta.
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Pasal 12
Subjek Retiibust Tempéf Pelefangan. “adalah orang pribadi - atau - Badan yang :

mengaunakan/,menikmali petayanan penyed|aan tempat pclelangan yang disediakan oleh .
Pemennlah Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Retribusi Tempat Pelelangan

Pasal 13,

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Tempat Pelelangan diukur berdasarkan nilai
transaksi yang dilelang. '

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Pelefangan
Pasal 14

4] Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tempat Pelelangan
didasarkan pada tujuan untuk mempercgleh keuntungan yang layak.

2 Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan
yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien
dan bepric fad pada harga pasar.

Paragrai 4

Struktur dan Besarnya Tarif
Retribust Tempat Pelelangan

Pasat 15
Struktur dan besamya tarif Retribusi Tempat Pelelangan ditetapkan sebesar 3% (tiga

persen} dar harga atau nilai transaksi yang dilelang dan dibebankan kepada Pernenang
Lelang. '
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Bagian Keempat
Retribusi Terminal
Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek
Retribusi Terminal

Pasal6

Dengan nama Reiribusi Terminal dipungul retiibusi-sebagai pembayaran atas pelayanan
penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan b:s umum, tempat keg1atan
usaha, dan fasilitas lainnya di Imgkungan termmal

Pasal 17

{1 Objek Retribusi Terminal adalah peiayanan peryediaan temnpat parkic untik
gendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas
lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, cimiliki, dan/atau dikelola oleh
Femerintah Daerah.

2 Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN,
BUMD, dan pihak swasta.

Pasal18
Subjek  Retribusi  Terminal adalah orang prdbadi atau Badan yeng
menggunakan/menikmati. ‘pelayanan penyediaan fempal parkir uniuk kendaraai
penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan
terming. . )

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Retribusi Terminal

Pasal19

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Terminal diukur berdasarkan jems kendaraan
yang parkic di terminal dan wakitu pemakalan

Paragrat 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur

dan Besarnya Tarif Retribusi Terminal
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Prinsip dan sasarar dalam penetapan tari. Retribusi "Ierm‘inal didasarkan padé ‘
tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. T

Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat >(1) ad]alah keuntungan

yang dipewoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efigien
dan berorientasi pada harga pasar. ' . '

Péragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif

Retribusi Terminal

Pasal 21 .

'Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal ditetapkan sebagai berikut::

No. Jenis Kilasifikasi Tarif (Rp.)

1, Bis Basar/seat £5 . g ) 5.000,00/hari
2. | Bis kecil/seat 24 » 4.000,00/hari
3 Non bis/ElffPS/seat 14 3.000,00/hari
4, Non Bis/seat 10 : - - 2.000,00/han

Bagian Kelima
Retribusi Tempat Khusus Parkir
Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek
Retribusi Tempat Khusus Pargir

Pasal 22

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran
atas pelayanan tempal Khusus parkir.

U

@

Pasal 23

Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir
yang disediakan, dimiliki, dan/alau dikeloia oleh Pemerintah Daerah.

.Dikecualikan dari objek Retribusi éebagaimana dimaksud 'pada ayat (1) adalah

pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh
Pemerintah, BUMN, BUMOD, dan pihak swasla.
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Pasal 24

Subjek Relribusi Tempat t\husus Parkir - adalah orang pribadi atau Badan yang
menggunakan/menikmati pelayanan tempat khusus parkir.
Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 25

Tingkat penggunaan jasa pada Retnbusn Tempat Khusus Prkir divkur herdasark an jeris
kendarzan dan lamanya parkir. :

~aragraf 3

Prinsip dan 'Sésaran dalam Penetapan Struktur
dan Besamya Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasa} 26

M Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir
didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

@) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalan keuntungan
yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien
dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struxtur dan Besarnya Tarif
Retribusi Tempat Khusus Parkir

. Pasal 27

Struktur dan besarnya farif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagai berikut:

a. Sedan, Pick Up, Mini Bus, dan sejenisnya:

- untuk 2 jam pertama Rp. 2.000,00

- untuk setiap jam berikutnya Rp. 1.000,00

- untuk per hari Rp. 30.000,00
b. Sepeda Motor : '

- uniuk 2 jam pertama Rp. 1.000,00

- untuk setiap 1 jam berikutnya Rp. 500,00

- untuk per hari - Rp. 15.000,00
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Bagian Keenam -

Retribusi Tempat Penginapan/
- Pesanggrahan/Villa

Paragraf 1

Wzma, Objek, dan’ Sub]ek
. Retribusi Tempat Peng1napanIPesanggrahaanlla

Pasal28

Dengan nama Retnbus: Tempat PenamapaanesanggrahanNn fa dipungut rctribusi
sebagai pembayaran atas pelayanan tempat pengi napan/PesanggrahanNma

Pasal 29 -

(1) - Ohjek Retiibusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanah tempat
penginapan/pasanggrahan/villa’ yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikeiola oleh
Pemerintah Daerzh. A

{2 Dikecuaiikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelayanan tempat penginapan/pesanggrahanivila yang disediakan, dimiliki,
dan /atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 30

Subjek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang privadi atau
Badan yang menggunakan/menikmati pelavanan tempat penginapan/pesanggrahan AMilla.

Paragraf 2.

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Pasal3d1

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Viila diukur
berdasarkan jumlah kamar dan waktu pemakaian serta pelayanan yang diberikan.

raragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur :
dan Besamya Tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
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Pasal 32
Prinsip dan ~ sasaran dalam penetapan - .tarif Retnbusa ;I'empat :
Penginapan/Pesanggrahan/ Villa didasarkan pada tu;uan untuk memperoleh
keuntungan yang layak. '
Keuntungan yang iayak sebagaimana dimaksud pada ayai (1) adalah keuntungan
yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien
dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struk tur dan Besarnya Tarif
Retribusi Tempat PenginapaniPesanggrahan/Villa

Pasal! 33

Strukiur dan besarhya tarif Retribusi Tempal Penginapan/Pesanggrahan,Villa ditetapkan
sebesar Rp. 75.000.- (tujuh puiuh lima ribu rupiah) per unit/malam.

‘Bagian Ketujuh
Retribusi Rumah Potahg Hewan
Paragréf 1

Nama, Objek, dan Subjek
Retribusi Rumah Potong Hewan

Pasal 34

Diengan nama Relibusi Rumah Folong Hewan dipungul relribusi sebagai pembayaran
atas peiayanan penyediaan fasiitas rumah pemotongan hewan lemak.

M

@

Pasal 35

Objek Retribusi Rumah Polong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas
rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan
hewan sebelum dan sésudah dupotong yang disediakan, di miliki, dan/alau dikeiola
oleh Pemerintah Daerah.

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemolongan hewan fernak yang
disedjakan, dimiliki, dansatau dikelvla oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
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‘Pasal 36

Subdjek Retribusi Rumah Potong Hewan udalah ;or:a\r'\g pribédi 'a'tau; Badan yang l
menggunakan/menikmati pelayaran penyediaan fasiltas rumah pemotongan hewan

lemak. ‘
Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Retribusi Rumah Potdng Hewan

Pasal 37

Tingkat penggunaan jass pada Relribusi Rumah Polong Hewan berdasarkan jenis
pelayanan, jenis hewan ternak, dan jumiah fernak yang akan dipotong.

- Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnva Tarif Rumah Potong Hewan

Pasal 38

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarf Refribusi Rumah Potong Hewan
didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

2 Keuntungan yang layak cebagaimana dimaksud pada ayat {1} adalah keumungan
yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien
dan berorient2si pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif
Ret ribusi Rumah Motoryg Hewan

Pasal 39
(1 Strukiur dan besamya tanf Retnbusi Rumah Polong Hewan dilelapkan sebaga
berikut:

. Pemeriksaan ‘ Pemakaian Tempat

No | .lenis Hewan l;emakaian gﬁ? Kesehatan Hewan Pemotongan dan
enampung - (Rel Pelayuan Daging (Rp)
1. Sapikerbau . 3.000,00/ekor 12.500,00fekor 4500,00/ekor
7. | Kambing/domba 500,00/akor 3350, 00Vekor 1250,007 eKor

{2 ‘Stnaktur dan besarnya iznf refribusi Rumah Potong Hewan dalam keadaan darurat
ditetapkan sebagai berikut
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No | Jenis Hewan

Pemakaian Kandang
Penampungan {Rp.)

Pemeriksaan
K_esehatan Hewan

Pcmaka an Tempat
Pemotongandan-

(Rp) Peiayuan Dagira{Rp.)
i. | Sapi/kerbau 0.00/ekor 12.530,00/ekor 4.500,00/ekor
2. 7 Kambing/doinba 0.0feicor 2.250.00/ekor 1.250,00/ekor |

Bagian Kedelapan

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga'

Paragraf 1

Nama, Objek. dan Subjek
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pasaid40

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi sehaga|
pambayaran atas pelfayanan tempat rekreasi, pariwisala, dan olahraga.

Pasal 41

(1 Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat
rek-easi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/alau dikelola oleh
Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari objek Relribus: sebagaimany dimmaksud pada ayat (i) adalah
.pe!ayanan tcmpat ekreasu panwsata dan oldhmga yaﬂg disediakan_ dirmilild, .

Pasal 42

Subjek Retribusi Ten.pat Reneas gdin.aiitag & adaai olang pribad) atau Badan yang
menggunakan/menikmati pelayanan temgat rekreasi. pariwisata, dan clahraga.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaaﬁ Jasa
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
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~ Pasal4l

T"mgkat pengguhaan jasa pada Retribusi Terﬁpat Rekreasi dan Olaihraga'v divkur
berdasarican jenis penggune, frekuensi pemanfaatan serta jenis tempat rekreasi dan

olairaga.
Paragraf 3
Prinsip dan Sa_séran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
Pasal44

(1) Prinsip dan sasaran daian penétapan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan
Olatraga didasarkan pada tuluan untuk memperoleh ksuntungan yang layak.

(2) Keuntungan yang fayak sebagalmana dimaksud pada zyat (1) adalah keuniungan
yang diperoleh apabila peiayanan jasa usaha tersebut dl[akukan secara efisien
dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi Tempat Rekreasi dan Ofahraga
Pasal 45
{1} Strukiur dan besarny2 tarif Retribusi Tempal Kekreas ditetapk an seb_a'gai bcrikui:
a Perorangan "~ Rp. 2.500,00/har
U Sepedas motor Rp. 2.500.00/art
cC. Mobil colt, pick up, sedan dan sejenisnya Rp. 5.000,00/hari
d Mobil mini bus dan sebagainya Rp. 7.500,00Mari
e Mobll bus, truk dan sejenisnya Rp. 10.000 .00Mari
2 Struktur dan besamya tarif Retribusi Tempat ‘Qlailraga diletapkah'seb'agai berikut:

[ Jenis Tempal Tarif untuk Umum | Tarif untuk Pelajar -.||_l Keterangan
Olahraga g L

| a. | Tenis lapangan | Rp. 500000 | Rp. _ _3.000,00.| frang/2 jam__

b1 Bulu tangkis Ryp. 2. 500 00 ! Rp. 2 OQ() 00 ba ng/2 jam _|

| . | Basket ball_ Ry~ 40.000,90 Rp.30. 000, 00 [/limgame

| d. | Volley bail Rp. 40000 00 Rp. 30.000,00 | Aim/game |

| 2. | Renang Rp. 5.000,00 | Rp. 3.000,00 | /o_raig/2 jam
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Bagian Kesembilan

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek

~7.500,00

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pasal 46.

f. | Sepak bola Rp. _.150.00000 | Rp.  125.000,00 | Ainv2 jam
[ g | Futsal | Rp.__ 7500000 [ Rp. ~ 50.000,00 | Aim/2 jam
| h. | Arung Jeram Rp. 7.50000 | Rg. lorang/trin

Dengan nama Retribusi Pcn;uaian ‘Produksi Usaha Daerah dipungut retnbusx aias
penjualdn hasil produksi usaha Pemertntah Daerah.

Pasal 47

M Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil

produksi usaha Pemerintah Daerah.

(2)  Dikzcualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasla.

Pasal 48

Subjek Reinbusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribad: atau Badan

yang menggunakan/menikmali

Pemaerintalr Daerah.

pelayanan

Y

Paragraf 2

jasa penjualan hasit

. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pasal 49

produksi

usaha

_Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Penjda!an Produksi Usaha Daerah berdasarkan

jenis, jenis komeditas, ukuran, dan volume hasil produkst usaha daerah yang dijual.
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Paragraf 3
Vrinsip dan Sasaran 'dalaiﬁ Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi Pen jualan Produk51 Usaha Daerah

PasalSO

Prinsip dan sasaran daiam penetapan tarif Retribusi Pen'juélan Produkéi U'saha |
Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat {1) adalah keuntungan
yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien
dan berorientasi pada harga pasar. ‘

' Paragraf 4

Struktur dan Bésarnya Tarif
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pasal51

Strukiur dan besarnya tarif Retribusi Pehjualan Produksi Usaha Daerah ditetapkan
sebesar 5% (lima persen) dari nilai jual hasil produksi usaha daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai harga hasit produksi usaha dJaerah ditetapkan
oleh Bupati.
Bagian Kesepuluh

Retrihusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Pasal52

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/alau Perlokoan digungut retribusi atas
penyediaan fasilitas pasar grosi berbagai jenis barang. dan fasilitas pasar/pértokoan
yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
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Pasal 53

) Objek Relribusi Pasar Grosir dar/atau Periokoan adalah penyediaan fasiitas
pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasiltas pasar/periokoan yang
dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

{2) Dikecualkan dari objek Retribusi ssbzgaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
fa siitas pasar yang dnsed.akan dimiliki, danlatau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan
pnhak swasla,

" Pasal 55

Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah cirang pribadi atau Badan yany-
menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis
barang, dan fasililas pasar/pedtokoan yang dikontrakkan, vyang disediakan/
cdiselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Cara Menqukur Tingkat Penggunaan Jesz
Retribusi Pasar Grosir dan atav Pertokoan

Pasals5

Tingkat penggunaan jasa pada Relribusi Pasar Grosir dansatau Periokoan berdasarkan
luas dan jenis bangunan serta jenis pengguna fasilitas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan B._esamya Taril Retribusi Pas2r Grosir d_an/atas Pertoiioan

Pasal 56
) Fansip oan sasaiac oaam " penelapan tant Retnbusi Pasar Grosir dan/atau

Pertokoan didasarkan pada fujuan uniuk meinperoleh keuntungan yang layak.

2 Keunlungan yang layak sebagaimana dimaksud pada zyat (t) adalah keuntungan
yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha lersebul difakukan secara efisien
dan Lerorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besamya Tarif
Retrihusi Pasar Grosir dan/atait Pertokoan
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" Pasal 53

()  Objex Retritusi Pasar Grosir danfatau Pertokoan adaiah penyediaén fes.iltas
pasar grosir berbagai jenis ~ bararg, dan fasilitas pasar/pertokoan yang
dik cntrakkan, yang diseciakan /diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

{2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
fasilitas pasar yang dxsedlakan dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan
pnhak swasta.

Pasal 54

Subjek Retribusi Pésar'G_rosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau Badan yang
menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis
barang, dan fa sas pasavperiokoan yang dikentrakkah, vyang  disediakan/
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. ‘

Paragraf 2

Cara Menguxur Tingkat Penggunaan Jasa
Retiibusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan

Pasal 55
Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pasar Grosir dun/atau Pertokoan berdasarkan
luas dan jenis bangunan serta jenis pengguna fasilitas Pasar Grosir danfatau Pertokoan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besamya Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Pasal 5
) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarf Relrbusi Pasar Grosir dan/atau

Pertokoan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

) Keuwnlungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayal (1) adalah keuntungan
yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha lorsebutl dilakukan secara efisien
dan Lerorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
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Pasal 57

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pasar Grosir danlatau,Pertokoan-ditetapkan-sebégai
beriit : _ , -

relas | Jenis Penyediaar Jasa - tuas bangunan Tarif (Rp.) / hari
, o __(m2) - ‘
1. Ruko . 1s.d. 100 7.500,00
: i >100 s.d. 200 . 10.000,00

di atas 200 - 15.000,00

i oko 1545 5.000,00
: >5s.d. 10 2.500,00

>10sd. 15~ 3.000,00

>1554d.20 4.000,00

>20s.d.25 . 5.000,00

" >25sd. 30 _ 6.000,00
Di atas 30 7.000.00

BAB I

WAJIB RETRIBUS! JASA USAHA
Pasal58
Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi alau Badan yang menurut ketentuan

peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
Relribus i, termasuk pemungut atau pemotong Relribusi Jasa Usaha.

BAD IV
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal59

Retribusi Jjasa Usaha dipungut di wilayah Daerah.

BAB V
SAAT RETRISUSI TERUTANG
Pasal60
Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau SSRD.
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Pasal §7

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau.Pertokoan ditetapkan sebégai
berikut:

Kelas Jenis Penyediaan Jasa Luas bangunan | Tarif (Rp.) { hari
_ : - {m2) )
1. Ruko _ 1s5.d. 100 7.£00,00
>100s.d.200 - | 10.000,00
‘ di atas 200 ~ 15.000,00
| Toko ‘ ~ 154 & 200,00
‘ ‘ : >5s.d. i0 2500,00
>10s.d. 15 3.000,00
>15s.d. 20 4.000,00

>20s.¢. 25 5,000,0
>26sd.30 | 6.000,00
Di atas 30 | 7.00000

BAB i

WAJB RETRIBUSI JASA USAHA
Pasal5s
Wajb Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atowu Badan yang menurut ketentuan

peraturan perundang-undangan Relibusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
Relribusi, tzrmasuk pemungul atau pemotong Relribusi Jasa Usaha.

BABIV
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 59

Retribusi Jasa Usaha dipungut di wilayah Daerah.

BABV
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 66

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD alau SSRD.
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BABVI ]
PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USANA
Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan, Tata Cara pembayaran,
Sank si Administratif dan Tata Ca[‘a Pembayaran

Paragraf 1
Tata Cara ?eﬁungutan
Pasal 61

Retribusi dipungul dengan menggunakan SKRD atau dokumer: kin yang
dipersamakan. }

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) ¢apat

berupa karcis, kupon, dan kartu langganan:

Ketentuan lebih Ianjut mengenai tata cara pelaksanaan pe_mungutan Retribusi
Jasa Umum ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Tata Cara Pembayaran
Pasal 62
Pem bavaran retribusi harus dilakukan secara i

Peinoayaran retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau tempal lain yang
dituyuk sesuai dengan SKRD.

Dalam hai pembsyaart ditakukan G tempat {ain yang ditunjuk, maka hasil

penernaan Daeran dari retribusi tersebul hawus diselor ke Kas Umum Daerah
selampat-tambatnya 1 x 24 jam.
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Paragraf3
Sanksi Administrasi
- Pasal 63 -
Galam hal Wajb Retribust tidak memoayar tepat pada waktunya atau kurang mem bayar,
dix enakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % {dua persen) setiap bulan dari -
relribusi yang terutang yang tidak atau kurang dnbayar dan dntagm dengan menggu nakan
STRD.
Paragraf 4 -
Tata Cara Penagihaﬁ

Pasal &4

(1) Penagihan Retribusi termang .sebagaimana dimaksud dalam Pasai 63 dldahL'Ul
dengan Surat Teguran.

(2 Pengeluaran Surat Teguraaneringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal
tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh)
hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.

3) Dalam jangka wakiu 15 (lima belas) hari kalender setelah tanggal Surat Teguran/
Peringatan/Surat lain yang sejenis diteima Wajb Retribusi harus melunasi
Retribusinya yang terutang.

4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diterbitkan oieh Bupali atau Pejabat yang ditunjuk.

-Bagian Kedus
Pemanfaatan
Pasal 65

(1; Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk
mendanai kegiatan yang- belkaltan langstng dengan penyelenggaraan pelayanan
yang bessangkutan,

(¥4 Ketentuan mengenai alokasi peman‘aatan penerimaan Retribusi sebagalmana
dimaksuc pada ayat {1) ditetapkan dengan Feraturan Daerah.

Bagian Ketiga

Kebheratan
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Wajb Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau

pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokuman lain yang dipersaiuakan.

* Keberatan diajukan -secara terfulis dalam batiasa Indonesia dengan disertai

&.lazan-alasan yang i °bs

Keberaian harus dxajukan dalam jangka wakiu paling fama 3 (tiga) bulan sejak-

.langgal SKRD diterbitkan, kecuali jka Wajib Retribusi tertenlu dapat menunjukkan

bahwa jangka wakty ity lidak dapat dipenuhi karena keadaan “di luar
kekuasaannya

.Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat 3) adalah

sualu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retritusi.

Pengajuan keberatan fidsk ‘menunda kewajiban  membayzr Retribusi dan

-peiaksanaan penagihan Retrr busn

PasalGT

BUbati dalam jangka wakiu paling lama 6 (eném) bulan sejek tanggal Surai
Keberaisn diterima harus member keputusan atas keheratan yang diajukan
dengan menerbitkan Surat Kepulusan Keberatan,

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan
kepastian hukum bagi Wajb Relribusi, bahwa keberatan yang dua,ukan harus
diberi keputusan oleh Bupati.

Keputusan Bupali atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebagian, menotak, atau menambah besarnya Relribusi yang terutang.

Apabiia jangk a wakiu scbaga imana dimaksud pada ayat (1) telsh lewat dan Bupati
tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diairkan tersebut dianggap
dikabulkan.

. Pasal 68
Jika pengajuan keberalan dikabulkan sebagian - atau seluruhnya, kelebihan
pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2%
(dua persen) sebulan untuk paling lama 12 {dua belas) bulan.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihilung sejak bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

»
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BAB Vi

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 69

_ Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajb Retribusi dépat - mengsjakan

permohonan pengembalian kepada Bupati.

- Bupatt dalam jangka wakiu paling -lama € (enam) bulan, sejak dilerimanya

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi® sebagaimana
dimaksud pada ayat (1}, harus memberikan keputusan.

Apabila jangka wakiu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan
Bupai  tdak memberikan suatu kepufusan, permohonan pengembalian
pembayaran Retribusi dianggap dikabutkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus

diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bufan. ' '

Apabilé Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung

“diperhifungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

Pengembalian_kefebihan pembayaran Retriousi s'ebagaimana dimaksud pada ayat
{1) difakukan dalam jangka waktu paling iama 2 (dua} bulan sejak diterbitkarinya
SKPDLB atau SKRDLB.

Jxa pengembalian kelebihan pembayaran Refribusi diiakukan seteiah lewat 2
(dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga setesar 2% (dua persen) sebu!an
atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
Ketentuan lebih janjut mengenai tata cara pengeinbalian keiebihan pembayaran
Retribusi sebagaimana divi.aksud pada aya: (1) diatur Jengan Peraturan Bupati

BAB Vil

K ADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 70
Hak wuntuk melakukan penaghan Relribusi menjadi kadaluwarsa selelah
melampaui wakiu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali
jika Waijb Retribusi melakukan tindak pidana ci bidang Retribusi.

Kadaluwarsa penagihan Relribusi sebagaimana ~diniaksud. pada ayat (1)
tertangguh fika: .

a.  dilerbitkan Surat Teguran; atau
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b.  ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik !angsunq maupun
tidak langsu'\g ' ’

" Dalam hal diterbitican Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat V4] huruf

a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak langgal diterimanya Surat Teguran
tersebut.

Pengakiian utang Retribus i secara langsung sebagenmana dimaksud pada ayal
(2) huruf b acalah Wajih Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih
mempunyai utang Retritusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah

Pengakuan utang Retribusi secara tidak Iangsung sebagalmana dimaksud pada

ayal (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau

penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Waijib Relnbusr
Pasal71

Piutang Retribusi yang tldak myngkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan

~ penagihan sudah kadaiuwarsa dapat dihapuska.

Bupali menetapkan Keputusan Penghapusan Plu'a..g Retritusi Daerah yang
sudeh kadaluwarsa sebagaxmana dimaksud pada ayat (1).

Ketentuan lebih lanjul mengenal tata cara penghapusan piutang Retribusi yang'
sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BABIX

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal72
Bupati berwenang melakuk an pemenisaan umuk mengiuji kegatuiran pemenuhan
kewajiban Reiribusi galam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan
tentan3 Retribusi Daerah.

&

WWand Retribusi yang diperiksa wajib:

a.  memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang
menjadi dasarmya dan dokumen {ain yang berhubungan dengan objek
Retribusi yang terutang

b. memberikan kesempatan unluk “memasuki tempal atau ruangan yang
dianggap perlu dan memberikan banluan guna kelancaran pemerikszan;
dan/atau

¢ ramberikan keterangan yang diperukan,

Ketentuan lebih tanjut mengenat tala cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan
Peraturan Bupati.
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BAB X _

" PENINJAUAN KEMEAL! TARIF

RETRIBUSI JASA USAHA -
P_'_g\sal 73

Tarif Retribusi ditinjau kembali p"i‘ng' lama 3 (ﬁga) tahun sekah’

Penm;auan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalakukan dengan

memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekoixomlan
Ketentuan lebih Janjut =mengen61 penetapan tarif Retr’:bfusa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. '
BABXI
INSENTIF PEMUNGUTAN -
Pasal74 |

Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar
pencapaian kinerja tertentu.

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melatui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tatz cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) raengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII -

PENYIDIKAN

Pasal 75
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di
bidang Retribusi Daerah, s=oagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum
Acara Pidana. .
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayal (1) adalah pejabat pegawai negeri
sipil terientu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang

berwenaing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Wewenang Penyidik sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) adalah:

a

menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti kelerangan alau laporan
berkenaan dengan tlindan pidana di bidang Retribusi Daerah agar
kcterangan aiau iaporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

meneliti, rnencari, dan mengumpulkan-kelerangan mengenai orang pribadi .
atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

meminla keterangan dan bahan bukli dari orang pribadi atau Badan
sehubungan dengan tindak pidana di btdang Retribusi Daerah;

memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana di bidang Retribusi Daerah;

melakukan penggeledahan untuk mcndapatkan bahan bukli pembukuan,
pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan

buktt tersebut;

meminta bantuan tenaga ahii dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan

tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

menyuruh berhenti dan/alau melarang seseorang meninggalkan ruangan

atau tempat pada saal pemeriksaan sedang berlangsiung dan memeriksa

identitas orang, benda, dan/atau dokumen vang dibawa;

memoatret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Refribusi

Daerahy; :
memanggil orang uniuk didengar keteranganaya dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi;

menghentikan penyidikan; dan/atau

melakukan tindakan lain yang perit untuk kelancaran penyidi:an tindak

pana di bidang Retibusi Dearah sesuai dengan ketentuan peraturan

pefindang-undangan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyamc akan hasi penyidikannya kepada Penuntut Umum
meialyi  Penvidik pejabat Polisi Megara Republik Indonesia, sesuai denga:
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X\
KETENTUAN PIDANA

Pasal 76

Wajb Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan
Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (liga) bufan atau pidana denda paling
banyak 3 (tiga) kali jumlah Reiribusi lerutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 77

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 merupakan penerimaan Negara



BAB XIV.
KETENTUAN PERALIHAN

.F"asal?" ‘

Pada saat Peraluran Daerah ini berlaku, Retribusi yang masily terutang oerdasarkan

Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha masin dapat ditagih selama jangka waktu’
5 {lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XV
ETENTUAN PENUTUP

Pasal7d

Dengan bertakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan yang mengatur mengenai
pelaksanaannya dinyatakan tetap bertaku sepanjang tidek bertentangan atan belum diganti
Jengan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 80

Pada saat Peratul;an Daerah ini mulai berlaku:

a.

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi
Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupzten ! ebak Tahun 1999 Nomor 4
Seri B) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupatzn Lebak
Nomotr 18 Tahun 2006 (Lembaran Daeiah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor
18);

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 11 Tahun 1998 tenlang Reldbusi

Penualan Produksi Usaha Daeran (Lembaran Daerah Kabupaten Lebek Tahun

1299 Nomor § Seri B) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Lebak Nomor 18 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak
Tahun 2006 Nomar 18),
Feraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 13 Tahun 1998 tfentang Refribusi
Tempat Rekreasi dan Olahraga {Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 1999
Nomor 7 Seri- B);
Peraluran Daerah Kabupaien Lebak Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi
Wi sma/Pesanggrahan/Villa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2000
Nomor 6 Seri B) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraluran Daerah
Kabupaten Lebak Nomor 18 Tahun 2006 {Lembaran Daerah Kabupaten Lebak
Tahun 2006 Nomor 18);
Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2000 tentang Refribusi
Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2000 Nomor 9 Seri B)
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor
18 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 13);
© 183



f Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengeloladn o

Pangkalan Pendaratan: lkan sébagaimana telah divhah dengan Peraluran Daerah
Narmor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor
1) ' ; ‘

9 Seraturan Yaerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2006 tentang Retribusi -
Pemakaian Kekayaan Pemerintah Daerah {(Lembaran Daerah Kabupaten Lebak
Tahun 2006 Noinor 8 Seri C); S :

h. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Retribusi
Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009 Nomor
2y, ’ .

i. Keputusan Bupati Lebak Nomor 1 Tahun 2000 lentang Pelaksanaan Pemungutan
Retribusi Wisma/Pesanggrahan/Villa beserta Penelapan Tarifnya (Lembaran
Daerah Kabupalen Lebak Tahun 2000 Nomor 18 Seri B);

i Keputusan Bupali Lebak Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pemungutan
Retribusi Terminal beserta Penetapan Tarifnya (Lembaran Daerah Kabupaten
Lebak Tahun 2000 Nomor 20 Seri B),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 81
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapal mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Péfaturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.
Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 18 November 2010
BUPATI LEBAK,
Capittd.

H. MULYAD! JAYABAYA

~aadi Rangkasbitung
A A \November 2010
AW
A

[at)
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~ PENJELASAN
o ATAS .
- PERATURAN DAERAH KAGUPATEN LERAK
HOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANG ~

UMuM

Berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengurus
-sendiri urusan pemerintahannya urituk meningkatkan efisiensi- dan efektivitas
penyeienggaraan pemerimahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Unfuk menyelenggarakan pemenntahan gt Naerah, Pemerintah Daerah berhak
mengenakan pungutan kepada masyarakat. Pelakeanaan pemungutan Retribusi
Dzerah di daerah harus ditetapkan dalam suatu Peraluran Daerah yang mengacu
kepada ketentuan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah.

Berbeda dengan Pajak Daerah yang bersifat ciose list, bagi -Reiribusi masih
dibuka peluang untuk dapat menambah jenis retfibusi selain yang ditetapkan
dalam - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-
Undang tersebut dan Peratwran Pemerintah yang merupakan peraturan
pelaksanaannya. Adanya peluang untuk menambzh jenis Retiibusi dengan
Peraturan Pemerintah juga dimaksudkan untuk mengantisipasi penyerahan fungsi
pelayanan dan perizinan dari Pemerintah kepada Daerah yang juga diatur dengan
Peraturan Pemerntah

. Pemerintah Daerah memilii hak untuk menqenakan pungutan kepada orang
prboidi atau Badan aas jasa usaha tertentu yang disediakan atau diberikan oleh
Pemerintah Daerz & dengan tujuan intuk mémperolet: keuntungan yang layak.

Dari 11 (sebelas) jenis Retribusi Jasa Usaha dalam Undang-Undang Nomwor 28
Tahun 2009, Pemerintah Daersh hanya memungut 9 (sembilan} jenis Retribusi
Jasa Usaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini. Sedangkan 2 (dua) jenis
Retribusi Jasa Usaha lainnya yaitu Retiibusi Pelayanan kepelabuhanan dan
Retribusi Tempat Penyebrangan di Air belum diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Dalam. Peraturan Daerah ini, terdapat 1 (satu) jenis retribusi jasa usaha 'yang baru
vang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu Retnhusa
Pasar Grosit danlatau Pertokoan _

Semula pengaturan mengenau Retribusi Jasa Usaha wmasih tersebar dalam
beberapa peraturan daerzh (satu jenis Retribusi jasa Uszha diatur dalam satu
Peraturan Daerah). Saat ini pengaturan mengenai Retribusi Jasa Umum
diintegrasikan dalam satu Persturan Daerah saja yaitu Peraturan Daerah tentang
Retribusi Jasa Usaha.
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PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jeias.

© Pasal 2

Cukup jelas.

‘Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jetas.

Pasal 5
Avat (1) . :
Yang dimaksud dengan “alat lsinnya® adalah antara lain asphalt mixing plant.

. Ayat (2) ,

Penggunaan tanah vyang fidak mengubah fungs! dari tanah, antarz lain
pemancangan tiang disiriklelepon atau penanaman/penbentangan  kabe!
listnkAelepon di tepi jalan vmum. - :

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal7
Cukup jelas.

Pasals
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jeles.

Pasal 10 ‘
Cukup jelas.

Pasal11
Cukup jelas. -

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal1l
Cukup jelas.

Pasal14
Cukup jelas.
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Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18

- Cukup jelas. |

~ Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 2C

"Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup i Bs.

Pasal22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasai 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

- Pasal29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jda._.
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Pasal 31
Cukup jetas.
Pasal 32 o

Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasai M4
Cukup jelas.

Pasat 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan keau'asn darurat adalah suatu keadaan memaksa dimana
pemotongan hewan harus segera dilaksanakan yang disebabkan karena sesuatu
hal, antara lain patah tulang, kecelakaan, atau lumpuh.

Pasal 40

Cukup jeias.

Pasal 41 .
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasat 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.
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_ Pasai 46 .
. Hasil produksi usaha Pemerintah. Daerah dntara Ian.n bibit alau bemh tanaman ‘
biblt lernak, dan bibit atau benih ikan.

Pasal 47
Cukup je'as.

Pasal 48
Cu'sup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas..

Pasal 50
- "Cukup jelas.

Pasal 51.
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal§5
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukyp je!as.
Pasals7
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasat 60
Cukup jelas.

_Pasal 61
~ Cukup jelas.
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Pasat 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jetas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pésal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jeias.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pas d 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Ayat (1)
Cukup jelas. “

Ayat (2)
Cukup jetas.

Ayat (3) ,

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah
perfu disesuaikan karena biaya penyediaan fayanan cukup besar dan/atau
besamya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan pemmintaan layanan tersebut,
Bupati dapal menyesuaikan tarif retrbusi.
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Pasal 74 .-
Ayat (1) . - :
Yang dtr‘.aksud der.gar .nstansn yang melaksanakan pemungutan adalah.
dmaslBadanﬂembaga yang -wgas pokok dan - fungsinga melaksanakan
_pemungutan Pajak dan Retribusi. . - . ’

Ayal (2) A . ,

Pemberian besarnya insentif ditakul<an melalu pembahasan yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
.yang membidangi masalah keuangan.

Ayal (3;
Cukup jelas.

Pasal 75
Cubap jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

' Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jeias

Pasal 81
Cukup jelas.
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LAMPIRAN 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK ’

Nomer
Tanggal’
Tentang -

:8 Tahun 2010
: 18 November 2010 .
: Retribusi Jasa Usaha.

TARIF SEWA PEMAKAIAN TANAH DAN BANGUNAN
PERDAGANGAN DAN NON PERDAGANGAN

No Obyek Retribusi Tarif
1 -2 . 3
1. -] SEWA PEMAKAIAN TANAH -
a.  untuk bangunan rumah rakyat ;
« rumah biasa/darurat’ Luas x N.JOP x 2,5%/tahun
« rumah semi permanen Luas x NJOP x 5%/tahun
_ + rumah permanen Luas x NJOP x 10%/tahun
| b, untuk bangunan kantor/rumah dinas Luas x NJOP x 10%/tahun
¢ untuk bangunan kantor swasta Luas x NJOP x 50%/tahun
d.  untuk bangunan tempat dagang - | Luas x NJOP x 75%/tahun
e.  uniuk bangunan tempat industri | Luas x NJOP x 75%ftahun
f. untuk bangunan tempat tontonan, Luas x NJOP x 100%Aahun
pamzaran _
2. | SEWA PEMAKAIAN BANGUNAN Dl LUAR
LINGKUNGAN PASAR )
a.  untuk kantorfjawatan/instansi pemerintah | Luas x NJOP x 12,5%/tahun
di  lar ruanganfingkungan  kantor
pemerintah/ pemerintah daerah ,
b.  untuk penumahanfempat finggal, balai | Luas x NJOP x 12,5%#tahun
peristirahatan atau sarana bagi karyawan ,
c.  uniuk kantor swastz , Luas x NJOP x 75%#Aahun
d.  untuk perdsgangan di luar pasar
+ toko fingkungan stadion Ona 1.500.000,004ahun
« dalam terminal aweh | 750.000,00tahun
« dalam terminal curug 500.000,00/tahun
e. Gedung JuangIPamttran dan pelatarannya 4..————— ~-500.000,00/Mari
{  AulaGOW
g  GOR Kartanagara 300.000,00/hari
h.  GOR H. Supardi 500.000,00/hari
i. Stadion Ona 1500.000,00/hari
i Alun-zlun Maltatuli 2.000.000,00/hari
2.500.000,00/hari
3 | SEWA PEMAKAIAN BANGUNAN Dj
LINGKUNGAN PASAR .
a. Pasar Ranakasbituna.
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< Lapak jalan lingkar sefatan T 270.000,00Rahun |

b Pasar Binuangeun} L
»  Kios menghadap jalan/pefataran _ . 270.000,00/tahun

+ Kios menghadap jalan 180.000,00/izhun
*lingkungan/dalam gang - A e
+  Kios/fos di bagian bélakang - . ©0.000,00/tahun
C. Pasar Bayah: ‘
+  Toko menghadap jalan/terminal utama 1500.000,00/tahun
« Toro! hadap jalan lingkun a
'b:;;k::g]g adap 2 ?ng gan 1,250.000,00/tahun .
ios |
) . KIOS.am.a 270.000,00/tahun
d.° . Pasar Maja :
“ Kios menghadap jalan utema 7
++ Kios daiam pasar | 150.000,00/tahun
75.000,0C/tahun

1e. Pasar Sampay
+ Mcnghadap ke jalan utama

. . 1.500.000,001tah
i Pasar Cigemblong 0 ! tahun

« Toko menghudap pelataran

-

80.000.0/tahun

BUPATI LEBAK,
Capfitd.

H. MULYADI JAYABAYA
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 LAMPIRAN i PERATUR‘AI\"DAERAH' KABUPATEN LEBAK

Nomor -. :8 Tahun 2010
Tanggal : 18 November 2010
Tentang : Retribusi Jasa Usaha.

TARIF SEWA PEMAKAIAN ALAT-ALAT BERAT DAN HOTMEX

No -  Jenis Alat Berat _ (R;;‘!-:l:fari)

1 : i 3

A -

1. | EXCAVATOR LONG ARM 1.200.000,00
2. | EXCAVATOR PC 200 : 960.000,00
3. | EXCAVATOR PC 100 ' . 800.000,00
4. | BULDOZER D. 50 700.000,00
5. | WHEEL LOADER KOBELCO LK 30 ©00.000,00
6. | MOTOR GREADER GD 31 600.000,00
7. | VIBRO {1AMM TF 512 D 13 TON . 900.000,00
8. | VIBRO HAMM 10 TON 800.000,00
g. |- VIBRO SV, 70, 8 TON 560.000,00
10. | TANDEM 5TON 350.000,00
11. | TANDEM4 TON 250.000,00
12 | STOOM WiALES 6 TON - 250.000,00
13 | DUMP TRUCK HINO FC | 350.000,00
14 | DUMP TRUCK RINO ; 300.000,00 |
15 | JACKHAMMER 150.000,00
16 | HOTMIX LASTON A 100.000,00
17 | HOTMIX LASTON B 100.000,00

]
BUPATI LEBAK,
« Capflic.

H. MULYADI JAYABAYA
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LAMPIRAN Iif PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor " 8 Tahun 2010
Tanggal = :18 November 2010
Tentang : Retribusi Jasa Usaha,

FENETAPAN SEWA TARIF PEMAKAIAN LABORATORIUM

Tarif Satuan (Rp.)

No. Jenis Peng_ufi_an Satu an
L. Laboratorium tanah '
1. Uncofined C.S. T set 12.000,00
2. Kepad'atan titik 32.000,00
. Geoteknik (jembatan) )
1. Ber tangan m' 16.000,00 |
3. Sondir ringan T tik | 72.000,00 |
. Pengeboran
Pengeboran beton aspallcorednu tmk 24.000,00
V. | Campuran aspal T _
1. Ekstaksi buah 10.000,00
2. Berat isi campuran T itk ’ 4.400‘00
3. Perencanaan campuran/Marshall set 105 .50, 00
V. | Agregat ' T
T Rorae Ttk 0.000,00
2 Cradasi titik 9.200,00
3. Miix design (belon] st T [ 80.000,00
i Vi Benda uii
: “Kuatiekan (kubu beton)  tuah 3.200,00
wl Pengambilan contoh a9, .
;- dari tangki buah 21.500,00

BUPATI LEBAK,

Capitta.

H. MULYADI JAYABAYA

194




LAMPIRAN vV PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 8 Tahun 2010 .
T.anggal : 18 Novamber 2010 .
Tentang : Retribusi Jasa Usaha.

PENETAPAN TARIF PEMAKAIAN KAMAR KECIL

|- A : Tarif Per Satu Kali
No Jenis Pemakaian Kamar Kecil Pemakaian -
. {Rp)
1 2 : 3
1. | Pemakaijan uniuk Buang Air Besar ‘ 1.000,00
2. | Pemakaian Untuk Buang Air Kecil 500,00

BUPATI LEBAK,
Capittd.

H. MULYADI JAYABAYA
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LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATE
Nomor -8 Tahun 2010
Tangyal : 16 November 2010
Tentang .  : Retribusi Jasa Usaha.

N LEBAK

PENETAPAN TARIF PANGKALAN PENDARATAN IKAN BESERTA FASILITASNYA

JENIS OBJEK

TARIF {Rp.}

NO. . SATUAN
1. . | Jasa tambat fabuh perahu/kapal : . :
@,  ukuran kapa! sd.5GT 300,00 | Kapalfetmal
b. ukuran kapal >5-10G 7T 500,00 | Kapai/etmal
€. - ukuran kapal >10- 20 GT 1.500,00 | Kapal/etmal
d.  ukuran kapal > 20- 30 GT 2.500,00 | Kapalfetmal
2 Fasilitas PP1: ‘ -
a. Lahan instalasi bahan bakar minyak 1.500,00 | m2/bulan
b. Lahan kiosflapak penampung 1.500,00 | m2/bulan
ikan/lahan perbengkzlan
c. Lahan warung/kantin 1.500,00 | m2/bulan’
d. Lanan kios alat-alat perikanan 1.500,00 | m2/bulan
e Depotes 2.500,00 | m2/bulan
f  FPengepakan kan 1.500,00 | m2ibulan
g. Jasa satu trays 200,00 | ' per etmal
h.  Air bersih (sumber sendiri non PDAM) - 25,00 | per liter
i. Pas Masuk:
1) Pas harian kendaraan :
a) Sepeda motor 1.000,00 | per sekali
b) mobit pick up, minibus, dan 2000,00 | masuk
sejenisnya per sekali |
¢) bis/truk dan sejenisnya 2.500,00 | masuk !
2) Pas langganan dibayar per tahun :
a) Kendaraan bermotor roda 300.000.00 | per sekali
empat 120.000.00 ! masuk
b) Kendaraan bermotor roda dua
per tahun
j-  Jasa slipway/galangan kapal 10.00C,00 § per tahun
{naik/turun) 10.000,00
1) ukuran kapal s.d 5GT -10.000,00
2)  ukuran kapal >5-10GT 10000,00 | per har/GT
K)) ukuran kapat > 10-20 GT . | pet hari/GT
4)  ukuran kapal > 20- 30 GT 7146.000,00 | per ha!GT
3.000.600,00 | per hari/GT
k. Perbengkelan per tahun.
i,  Cold Storage per iahyn
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3. ‘Cootbor, fiberglass 18.60C,00 | per unit/bulan
4. Box insulasi pasif - 157000,00 " per unitbulan
5. Bangsal péngoiahén kan 5.000.000,00 | per univbuian
6 .Peralétan pengolahan 68.000,00 | per unitbulan .
7. lce ciusher 32.500,00 | per unitfbulan
8. - | Pakanisas! 61.500,00 | per unit/bulan
5 Fabrices 30.600.000,00 | per tahun

BUPATI-LEBAK,

Capfttd.

RAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2010 NOMOR 8.

H. MULYADI JAYABAYA
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LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor. : 8 Tahun 2010 :
- Tanggal  :18 November 2010
Tentang - Retribusi Jasa Usaha.

PENETAPAN TARIF SEWA KAPAL MOTOR

NO. . JENIS KAPAL TARIF R p.) SATUAN
1. Kapal dan mesin 15 PK . _2100.000,00 j per kapal/tahun
2. 1 Mesin 25 PK (Dungfeng) 300.000,00 | per kap alftahun
3 Mesin tempel 55 PK (Yamaha) 180.000,00 | per kapal/tahun

BUPATI LEBAK,

Cap/ttd.

H. MULYAD! JAYABAYA
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